ABSTRAK

Pada hakikatnya timbulnya kontrak diawali dari suatu perbedaan kepentingan dari para pihak.
Proses pembentukan kontrak meliputi tiga tahap, yakni pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan
pasca kontrak. Di negara-negara maju yang menganut sistem hukum civil law, seperti Perancis,
Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap
penandatanganan dan pelaksanaan kontrak tetapi juga dalam tahap pra kontrak, sehingga tidak
dipenuhinya asas itikad baik dalam pra kontrak dapat dituntut ganti rugi. Penelitian ini
mengangkat rumusan masalah bagaimana kedudukan dan fungsi pra kontrak dalam hukum
kontrak Indonesia serta tanggung jawab para pihak dalam tahapan pra kontrak. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif dengan cara studi kepustakaan dengan pendekatan
perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan
belum adanya regulasi proses pembentukan kontrak dalam hukum kontrak Indonesia yang
mengakibatkan timbulnya permasalahan pada tahap pra kontrak. Adanya permasalahan pra
kontrak di Indonesia menjadi bukti bahwa tidak terlaksananya asas itikad baik dalam tahap pra
kontrak. Pentingnya pembangunan regulasi pra kontrak dalam hukum kontrak di Indonesia,
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat dari

janji yang disampaikan pada tahap pra kontrak.
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ABSTRACT

In essence, the emergence of a contract begins with a difference in the interests of the parties.
The contract formation process includes three stages, namely pre-contract, contract execution,
and post-contract. In developed countries that adhere to a civil law system, such as France,
the Netherlands, and Germany, courts apply the principle of good faith not only in the signing
and execution stages of the contract but also in the pre-contract stage, so that the non-
fulfillment of the principle of good faith in the pre-contract can be prosecuted by getting
compensation. This study raises the problem of how the position and function of pre-contracts
in Indonesian contract law (agreements) and responsibility of the parties in the pre-contract
stage. This study uses normative research method using literature study with comparative,
conceptual and case approach. The results of the study indicate that there is no regulation of
the contract formation process in Indonesian contract law resulting in problems at the pre-
contract stage. The existence of pre-contract problems in Indonesia is evidence that the
principle of good faith is not implemented in the pre-contract stage. The importance to build
of pre-contract regulations in contract law in Indonesia, to provide legal protection for parties

who suffer losses as a result of promises made at the pre-contract stage.
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